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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu aturan atau norma-norma yang memiliki
fungsi tentang segala perilaku manusia di dalam masyarakat secara
umum dan memiliki tujuan untuk tidak merugikan kepentingan umum
serta orang lain. Pengertian hukum yang dimaksud disini merupakan
segala  kumpulan  kaidah-kaidah  atau  aturan-aturan  yang
pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hukuman.*

Dikarenakan adanya budaya yang lebih mendominasi mengenai
kekerasan sering terjadi kepada perempuan dibandingkan dengan laki-
laki, maka kekerasan pada perempuan kerap terjadi dalam bentuk
apapun dan dalam ruang lingkup manapun.? Dalam kehidupan nyata
posisi antara perempuan dan laki-laki belum sejajar meskipun upaya
dalam hal agar kedudukan perempuan dan laki-laki bisa sejajar namun
hal itu belum menjadi realita dan masih saja dilakukan sampai
sekarang. Beberapa faktor seperti Faktor kurtural, sosial, dan

institusional

! Mertokusumo S., Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 2003), him. 40.

2 B. Rudie Harnoko., “Di Balik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”, jurnal hukum
him 186, Vol. 2, No. 1, 2010, diakses dari http://e-
journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16, pada tanggal 16 Agustus
2021, pukul 09.37 WIB.



http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16
http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16

seringkali menempatkan kedudukan perempuan berada di posisi
yang lebih rendah dari pada laki laki, hingga menyebabkan stigma
yang ada dalam masyarakat tetap bertahan seperti itu. Adanya
kekerasan terhadap perempuan yang merujuk ke moral offense dan
sexual harassment sangatlah memperihatinkan, sebagian kaum
perempuan ditemukan selalu mengalami marginalisasi, dominasi, dan
subordinasi oleh analisis gender juga .2

Di dalam proses penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah
tidak diperhatikannya hak terhadap korban kejahatan. Dalam proses
menjalankan kasus pidana pun karena tidak memiliki pengaturan yang
memadai, korban kejahatan lah yang harus menanggung akibatnya .*
Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat adalah
Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT. Istilah
kekerasan sering disebut dengan domesti sebab sering terjadi di ranah
domestik.’

Dalam hukum positif Indonesia, sudah ada beberapa pengaturan
yang dapat menjadi payung hukum sebagai landasan bagi
perlindungan untuk kaum perempuan di berbagai macam situasi dan
kondisi diskriminasi dan kekerasan yang mungkin sudah dialami

olehnya. Perwujudan dari pertanggung jawaban perlindungan hukum

¥ Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung:

Mandar Maju, 1995), him. 103.

* Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Pres, 2005),
him. 2.

> Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 1.



terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan terwujud dalam

beberapa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia sebagai berikut :

1.

2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Convention on The Elimination of All From Discrimination
Againts Women (CEDAW), yang sudah diratifikasi dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.



8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus
Utamaan Gender (PUG).

Dalam sebuah rumah tangga perlu adanya ikatan perkawinan antara
wanita dan pria yang dimana hal tersebut merupakan harapan setiap
manusia untuk membentuk keturunan, memperoleh kebahagian dan
menikmati kehidupan baik pada saat menerima kesulitan ataupun
kesenangan. °

Kejahatan dalam keluarga itu disebut dengan kekerasan dalam
rumah tangga yang bentuk kekerasannya menyertai kekerasan baik itu
secara mental, fisik, ekonomi dan seksual.” Pembenaran otoritas ini
dapat di dukung oleh undang-undang negara atau oleh persepsi sosial
dalam bentuk mitos atas superioritas pria yang menjadi kepercayaan
dalam masyarakat.

Menurut alur pemikiran ini, kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) Merupakan salah satu jenis dari kekerasan yang berdasarkan
gender. Maknanya kekerasan tersebut lahir dari perbedaan peran
gender yang sudah dibangun dalam lingkungan sosial yang ada,

dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lainnya. Gender

® Moerti Hadiati Soeroso, Opcit, him. 28

” Kevin Rafly Wisnu Wibowo, Skripsi Implementasi Mediasi Dalam Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya)Fakultas
Hukum Universitas Pembagunan Nasional 2020, him.1, diakses dari
http://repository.upnjatim.ac.id/727/2/Bab%201.pdf  pada tanggal 1 agustus 2021, pukul 19.23
wib



http://repository.upnjatim.ac.id/727/2/Bab%20I.pdf

memiliki konsep yang berkarakteristik melekat pada perempuan dan
laki-laki yang disusun secara sosial dan budaya.®

Faktanya, kekerasan dalam rumah tangga sukar untuk di utarakan
karena disebabkan oleh adanya beberapa alasan. Pertama, karena
kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup yang bersifat privasi,
yang mana dalam hal ini terjadi dalam ruang lingkup keluarga, maka
ini menimbulkan pemikiran bahwa orang lain tidak memiliki hak
untuk ikut campur. Kedua, secara struktural, pihak korban yang dalam
hal ini merupakan istri dan anak-anak memiliki kondisi yang lemah
karena bergantung secara ekonomi kepada pelaku, yang mana pihak
pelaku ini merupakan suami/bapak. Pada umumnya dalam posisi ini
korban sering untuk menutup-nutupi kejadian kekerasan tersebut,
karena apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut
terpublikasi, maka sama saja hal itu diangggap sebagai mengungkap
aib keluarga. Ketiga, pengetahuan masyarakat dalam memiliki
kesadaran hukum dan pengetahuan akan hak-hak hukumnya sangat
kurang.’

Kondisi perkembangan saat ini mengindikasikan bahwa tindakan
kekerasan secara mental, fisik, seksual, dan domestik sering terjadi

hingga perlu terwujudnya seperangkat hukum yang lengkap untuk

8 Artha Sebayang, Utary Maharany Barus, dkk “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut” Journal of Education, Humaniora and
Social Sciences (JEHSS), him 98, Vol.3, No.l, Agustus 2018. Di akses dari
https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/%23675 Pada tanggal 3 agustus
2021, pukul 13.00 WIB.

% Ibid.



https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/%23675

menghilangkan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga tersebut.
Keadaan merupakan salah satu bagian dari alasan dibuatnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.® Selain mengatur mengenai perlindungan,
pencegahan dan rehabilitas terhadap korban akibat kekerasan dalam
rumah tangga, undang-undang ini secara khusus juga mengatur
mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-
unsur yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang ini juga mengandung tentang kewajiban dari
aparatur-aparatur penegak hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan,
relawan pendamping dan juga pembimbing rohani agar pihak-pihak
tersebut lebih tanggap kepada kepentingan keluarga dan rumah tangga
yang sedari awal memiliki tujuan terhadap kerukunan dan persatuan
dari rumah tangga. Secara khusus, menurut pasal 4 Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
memiliki tujuan untuk mencegah semua jenis kekerasan di dalam
rumah tangga, melindungi korban akibat dari kekerasan dalam rumah
tangga, memberikan sanksi kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, serta untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah
tangga agar rumah tangga itu tetap utuh.

Pengenaan sanksi pidana adalah salah satu upaya untuk

menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan d upaya yang di

1 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang peghapusan kekerasan dalam rumah
tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)



lakukan untuk menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bagi
pelaku yang sudah berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah
tangga, sanksi pidana nya diatur di dalam pasal 50 Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, dan apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar salah satu pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut
maka pelaku sudah dipastikan dapat dipidana.*!

Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap hubungan
antara manusia bila ditinjau dari perspektif keadilan restoratif. Keadilan
restoratif merupakan suatu proses di mana semua pihak yang terlibat
dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah
dan bagaimana untuk menangani konsekuensi yang akan terjadi di masa
mendatang.

Bukan berarti penjahat menciptakan kewajiban untuk membuat
keadaan menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan
masyarakat untuk mencari solusi reparasi, rekonsiliasi, dan jaminan.™
Dalam restorative justice, korban merupakan pihak yang menjadi
sasaran kejahatan, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat
luas. Keselamatan serta kebutuhan adalah yang utama dalam keadilan

restoratif, oleh karena itu korban wajib didukung agar mampu

" Ibid hlm 3.

2 Heru Susetyo, Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana
Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), hlm. 16



berpartisipasi secara langsung dalam proses penentuan kebutuhannya
dan hasil akhir dari kasus pidana yang dialaminya.”

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan keadilan
yang berusaha untuk mengembalikan kondisi kembali ke keadaan awal,
untuk kepentingan dan kemenangan semua pihak, dan tidak dibatasi
oleh mekanisme hukum yang prosedural dan kaku.** Hampir semua
tindak pidana yang diatasi oleh sistem peradilan pidana berakhir pada
penjara. Pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan bukan solusi atas
masalah kriminalitas yang terjadi, dikarenakan sistem seperti itu
terkadang tidak selalu menghasilkan yang baik seperti tidak selalu
berhasil memperbaiki pribadi pelaku, dan menghasilkan tidak
berhasilnya pencegahan pelaku yang sudah melakukan tindak pidana
melakukan kembali perbuatannya. Pemberian sanksi pidana penjara
juga dinilai sebagai hukuman yang hanya akan meninggalkan nestapa,
stigma yang buruk dan masalah ekonomi.™

Keadilan restoratif adalah suatu konsep keadilan yang diajukan
dalam gerakan abolisi bertujuan menggantikan konsep yang digunakan
dalam sistem peradilan pidana, khususnya keadilan daur ulang

(retributive justice). Konsep restorative justice tidak menitikberatkan

2 ibid
% Musakkir, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam
Penyelesaian Perkara Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin,
him. 214, Vol.19 No.3, September 2011, diakses pada https://anzdoc.com/download/jurnal-ilmu-
hukum-amanna-gappa-vol-19-nomor-3-september-2011.html pada tanggal 2 agustus 2021, pukul
13.00 WIB.
15 Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia”. Jurnal Dinamika
Hukum Universitas Jenderal Soedirman, him.416, Vol.12 No.3, September 2012 di akses pada
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65 pada 2 agustus 2021, pada
tanggal 2 agustus 2021, pukul 14.30 WIB.



https://anzdoc.com/download/jurnal-ilmu-hukum-amanna-gappa-vol-19-nomor-3-september-2011.html
https://anzdoc.com/download/jurnal-ilmu-hukum-amanna-gappa-vol-19-nomor-3-september-2011.html
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65%20pada%202%20agustus%202021

pada kesalahan masa lalu, melainkan cara menyikapi persoalan
tanggung jawab dan akuntabilitas masa depan pelaku.®
Mengenai hal tersebut Kepolisian telah mengeluarkan Surat Edaran
dengan Nomor: SE/8/V11/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana pada tanggal
27 Juli 2018. Perkembangan sistem dan metode penegakkan hukum di
indonesia dapat menunjukkan bahwa lebih cenderung mengikuti
perkembangan masyarakat terutama dengan adanya konsep restorative
justice yang dimana keadilan sebagai bentuk keseimbangan dalam
hidup manusia maka dari itu di terbitkanlah surat edaran tersebut.*’
Seperti yang kita ketahui Laporan kasus kekerasan setiap
tahunnya tetap ada, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga,
dimulai dari tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 terkadang terjadi
peningkatan dan penurunan setiap saat. Berikut ini penulis sajikan data

mengenai kasus kekerasan dari tahun 2018-2021 :

Tabel 1.

'® Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 1995), him. 76
" Ibid.
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No | Tahun Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1.|1 2018 12 perkara
2.1 2019 9 perkara
3.12020 31 perkara
4.1 2021 32 perkara

Sumber : Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Dari tabel data yang telah disajikan, mengindikasikan bahwa
jumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di
kepolisian resor besar kota pelembang setiap tahunnya selalu ada
laporan masuk mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses
pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu di mungkinkan terjadinya
pelaksanaan tersebut karena telah di atur oleh hukum positif di
indonesia. Akibat pengimpletasian mediasi penal menjadi salah satu
alternatif dari penyelesaian kasus hukum pidana melalui resitusi dalam
proses pidana menunjukka perbedaan antara hukum perdata dan
hukum pidana tidak begitu besar sehingga menyebabkan perbedaan itu
menjadi tidak terpakai.*®

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebeluumnya, penulis
tertarik untuk meneliti peran kepolisian terhadap Implentasi
Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Dengan Menggunakan Pendekatan Restorative

® Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan,
(Semarang: Pustaka Magister, 2008), him. 4
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Justice, oleh sebab itu penulis menulis skripsi ini dengan judul
“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR
KOTA BESAR PALEMBANG)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Restorstive Justice terhadap
Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
melalui pendekatan restorative justice di Kepolisian Resor
Kota Besar Palembang ?

2. Faktor-Faktor apa saja mempengaruhi Implemetasi Restorative
Justice terhadap penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga melalui pendekatan restorative justice di
Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ?

C.  Tujuan Penelitian
Berdasrkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan skripsi ini
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Penyelesaian Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui
Pendekatan Restorative Justice Kepolisian Resor Kota

Besar Palembang.



12

2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Faktor-Faktor Apa
Saja Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan
Restorative Justice.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai
berikut :
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini adalah srana dan wadah untuk penulis dalam
mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi guna mencapai
gelar sarjana di bagian Hukum Universitas Sriwjiaya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara
umum Kkhususnya dalam penerapan keadilan restorative
justice.

c. Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat mendalami teori-
teori yang sudah didapat selama menjalakan perkulihan
dibagian hukum Universitas Sriwijaya dan untuk memberikan

landasan pada penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
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a. Dengan adanya penulisan skripsi diharapkan kedepannya
meningkatkan kemampuan penulis di bidang hukum sebagai
bekal dalam dunia kerja di bidang hukum.

b. Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk
aparat hukum khususnya kepolisian dalam menyelesaikan
perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan
pendekatan restorative justice.

c. Hasil dalam penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan
agar dapat memberikan masukan kepada penegak hukum serta
pemerintahan terkait mengenai penyelesaian perkara di luar
pengadilan dengan pendekatan restorative justice.

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang akan dibahas,
ruang lingkup penulisan lebih memfokuskan pada bentuk penyelesaian
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan
Restorative Justice.
Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok

sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian

kejadian sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.*®

1. Teori Tujuan Relatif

9 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Ull Press, 2010), him.125 .
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Teori ini berlandaskan bahwa pidana sebagai alat untuk
menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Berbeda
dengan teori absolut, yang menjadikan landasan agar suatu
kejahatan dapat dijatuhi sanksi. Teori ini memiliki makna bahwa
penjatuhan sanksi memiliki tujuan khusus, seperti contohnya
membuat pelaku tidak lagi berbahaya dan memperbaiki pribadi
pelaku dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.?® Teori ini
dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Pencegahan secara umum (Preventie General)
2) Pencegahan secara khusus (Preventie Special)

Pencegahan secara umum adalah bersifat murni, yang
bentuk tertuanya di praktekkan sampai revolusi prancis, bahwa
segala pemberian pidana wajib di tujukan untuk memberi rasa taku
kepada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan jahat, dengan
jalan pelaksanaan pidana yang di pertontonkan. Ini nampak pada
cara melakukan pemidanaan, misal dengan di cambuk atau disiksa
di muka umum, di lakukan di jerman pada permulaan abad ke-19.%
Sedangkan pencegahan secara khusus yang di anut oleh Van
Hamel (Belanda) dan Van List ( Jerman) menyatakan hal tersebut

bertujuan untuk menghilangkan niat buruk dari pelaku (dader)

%" Adminwebsite, Teori — Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan, diakses dari
https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/ pada tanggal 8
september 2021, pukul 22. 50 WIB

*! Nashriana, Hukum Penitensier indonesia,( Palembang : NoerFikri offset, januari 2021),

him.14


https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/
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untuk melakukan pengulangan atau mencegah rencana perbuatan
yang telah dibuat oleh pelanggar.

Van Hamel menjelaskan bahwasannya prevensi khusus dalam
pidana adalah :

1. Pidana wajib memiliki unsur menakutkan agar mencegah
pelaku tindak pidana tidak memiliki kesempatan untuk
mewujudkan niat buruknya;

2. Pidana wajib memiliki unsur memmperbaiki terpidana;

3. Pidana harus memiliki unsur menghilangkan pelaku tindak
pidan yang tidak mungkin di rehabilitasi lagi;

4. Satu-satunya tujuan dari pidana adalah menjaga ketertiban
hukum?,

2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah gabungan teori
baru dari gabungan teori pemidanaan yang sudah ada sebelumnya.
Restorative Justice mengarah kepada solusi penyelesaian perkara yang
menitikberatkkan perhatian pada korban, pelaku, dan juga masyarakat.
Restorative Justice disini memuat nilai-nilai pemidanaan retributif,
pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi. Tidak hanya memperhatikan
pulihnya keadaan pelaku, keadilan restoratif ini sangat berfokus kepada

kepentingan dari korban dan masyrakat. Karakteristik dari praktek

2 |bid, him. 15
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keadilan restoratif dalam memberikan tanggapan kepada tindak pidana
yaitu sebagai berikut:
a. Melaksanakan identifikasi dan menempuh langkah guna
mengembalika kerugian yang ditimbulkan ke keadaan semula;
b. Melibatkan semua pihak yang bersangkutan;
c. Ada usaha untuk mewujudkan perubahan relasi yang ada selama
ini diantara pemerintah dan masyarakat dalam merspon kejahatan.
Dengan demikian, bahasan pokok dari keadilan Restoratif
(Restorative Justice) merupakan pembelajaran, moral partisipasi dan
perhatian masyarakat, penyembuhan, tanggung jawab, rasa untuk
memaafkan, dan menciptakan perubahan yang sepenuhnya adalah
pedoman dari proses restorasi dari segi restorative justice.?
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum
empiris. Karena pada penelitian yang berjudul
“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS

KEPOLISISAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG)”

% Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak
Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, diakses dari
https://www.researchgate.net/publication/335393663  KEADILAN_RESTORATIF_SEBAGAI_A
LTENATIF_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PENGARUHNYA_DAL
AM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA, pada tanggal 24 agustus 2021, pukul
08.38 WIB.
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termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan kata lain jenis
penelitiannya yaitu dengan memandang hukum sebagai kenyataan
yang terjadi dalam masyarakat.** Data dalam penelitian ini
didapat dengan mengempulkan data terkait permasalahan yang
terjadi yang menjadi bahan penelitian.?
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu
dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan
Pendekatan Konseptual (Conceptual Aprroach).
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menelaah
segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
bersangkutan dengan kasus hukum yang sedang ditangani.?®
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini berasal dari doktrin-doktrin dan pandangan-
pandangan yang memiliki perkembangan dalam ilmu hukum,
sehingga menemukan ide yang menghasilkan konsep - konsep
hukum, dan asas hukum yang masih berkaitan dengan isu yang
sedang dihadapi®’

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

2 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum,
(Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), him.2.

% Ibid.

% Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi,
(Depok: PT RajaGrafindo, 2016), him. 164.

%7 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),
him.133
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Penulis melakukan penelitian ini memakai jenis data primer

dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan

penulis dalam melakukan penelitian.

a. Data Primer didapat dari penelitian lapangan. Data dapat

diperoleh melalui wawancara bersama seorang atau lebih

narasumber. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data

primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung
bersama pihak dari Kepolisian Resor Kota Besar

Palembang di daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang

peran kepolisian terhadap penerapan restorative justice

terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Data Sekunder bersumber dari data yang ada di

kepustakaan.?® Dalam data sekunder juga dibagi menjadi

tiga jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, serta bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer dapat berupa peraturan undang-
undang, risalah dalam pembuatan undang-undang, serta
putusan-putusan hakim yang sifatnya mengikut.?® bahan
hukum primer yang isinya bahan-bahan yang bersifat
mengikat, antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi

28 Amirudin dan Zainal, Op.Cit, him. 31.

2 1pid, him.32
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5.
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Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 29)

2. Bahan Hukum sekunder meliputi literatur pendukung
seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan juga
jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier, merupakan salah satu bahan
hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, seperti contohnya
ensiklopedia atau kamus hukum.*

Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan
bertempat di Kepolisian Resor Besar Palembang Provinsi
Sumatera Selatan yang beralamat di Jakabaring, JI. Gub H Bastari,
8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30111.

Populasi dan Sampel

% ibid
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a. Populasi
Populasi merupakan subjek hukum yang mempunyai ciri-
ciri khusus dan akan ditetapkan untuk diteliti.®* Berdasarkan
definisi tersebut yang akan menjadi Populasi di dalam skripsi
ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
b. Sampel
Sampel termasuk kedalam bagian populasi yang sudah
ditetapkan menjadi respondent pada penelitian ini. Penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan
sampel yang dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian.
Berdasarkan hal tersebut yang menjadi sampel atau respondent
dalam penelitian ini, yaitu:
1. Kepala Unit perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA)
Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Kepolisian Resor
Kota Besar Palembang
3. Anggota perlindungan perempuan dan Anak Kepolisian

Resor Kota Besar Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

31 Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2010), him. 65
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Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data
dengan cara:
a. Studi Lapangan
Penelitian dengan ini dilakukan dengan cara
wawancara bersama respondent untuk mendapatkan data
sebagai informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan
yang diteliti. Wawancara yang akan dilakukan yaitu di
Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
b. Studi Kepustakaan
Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan
memakai data sekunder yang cara didapatnya dengan cara
mencari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.
7. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data
dengan tujuan membentuk penyusunan kalimat secara sistematis
dan terperinci agar selanjutnya interpretasikan hingga diperoleh
suatu kesimpulan.®* Analisi Data yang digunakan dalam penelitian
ini dengan cara pendekatan kulitatif yang memperoleh data
deskriptif analisis dan dapat berwujud sesuai dengan apa yang
dijadikan kenyataan oleh sasaran penelitian secara lisan, tertulis,
dan perilaku nyata.®

8. Penarikan Kesimpulan

#1bid, him. 98.
Bbid, him. 67.
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Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara
induktif, metode penarikan kesimpulan induktif dilakukan dengan
cara menguraikan segala hal yang mempunyai sifat umum hinga
menjadi kesimpulan yang dapat ditarik dan hasilnya bersifat
khusus, dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang

menjadi masalah dalam penelitian ini.
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